




30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.

(Asisten) 

(Asisten) 

(Asisten) 

(Asisten) 

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Ali Nurdin & Partners 

Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta 

Pusat, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama

sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. 

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 257-02-10-

37/PHPU.DPR-DPRD-XXll/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan 

atas nama Spendi Weya dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai berikut : 

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK 

MENGAJUKAN PERMOHONAN 

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 

mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan 

sebagai berikut: 

1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo. ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK

2/2023) pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 2 ayat (1) huruf a

adalah:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Um um terhadap Perkara Norn or: 257-02-10-37/PHPU.DPR
DPRD-XXll/2024 












































